o : _Z'=_unmkdlsa1'1kanmenjad1 Undang*Undang: T

Sesual dengan prosedur yang

e f-jUndang—Undang Nomor 32 Tahun 20{}4
-~ Lahimya Undang

] Pemenntahan Daerah, diharapkan dapat menyelesalkan berbagai pennasalahan
yang timbul di b1dang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai akibat

o berla.kunya Undang«Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntahan

_ 'Daerah yang mulm berlaku sejak tanggai 19 Nopember I 999

Saiah satu dorongan yang sangat pentmg untuk melakukan perubahan
_ te;hadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
antara lain adalah untuk meluruskan kembali pemahaman penerapan sistern
desentahsasx atay daerah otonom, tanpa mengesampmgkan pemahmn&n bahwa
sistem i{etatanegazaan yang daanut oleh Repubhk Endenesm adalah Negara
Kesatuan ' _ e

. Penegasan bentuk Negam Repub1ﬂ< Incionesxa adaiah Negara Kesaman
dengan jelas dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 baik sebelum maupun setelah dilalakan 4 (empat) kali perubahan.

Sebagaimana kita ketahui melalui pemberitaan di berbagai media Cetak
atau media Elekironik, penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

#Y « Mantan Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Departemsn Rehakiman dan HAM-RI
~ Anggota Tim Pakar Hukom Departemen Kehakiman dan HAM <Rl
- Anggota Forum 2004

it

rlaku I’remdenkemudlan mengesahkm .- 3
o Rancangan Undang—Undang Tentang Pemenntahan Daerah terscbut menjadx =\

S -Undang Nomor 32 Ta.hun 2004 tentang Pemenntahaa_ it
" 'Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang




| Va! 110, 4 DesemberEW o

. ey 'tentangPemennta}wnl)aerahtelahmemmbuikanberbagmpmnasalahandalam ,
o 'penyeienggaxaanpemenntahandaerah K eadaan yang demikian apabila tidak

segeradiambil & lan angkah penanggulangannya, dikhawatirkan dapat
_membahayakan ekSJ.stensz atau kelangsungan Negara Kesatuan Repubhk
0 'Indcnes:la SRENE :

Permasalahan yang nmbui sebagal aklhat berlakunya Undang»‘{}ndang

- Nomor22Tahuni999anta:a1am SEE

el '.ijseolallwmamhubungansecamMemhdanadnnnmhmiantaraPememtah
. Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaien, dan Daerah
" Kota, antaralain sebagai akibatketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang—
. 'Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dasrah;
2 “timbul gep yang mencolok mengenai kesegahteraan masyarakat antara
* “daerah yang surplus dan daerah yang minus; G s :
3. timbul kerancuan dalam pengelolaan sumberdaya a}am antara
_kewenangan Pemermtah Pusat dan Pemerintah Daerah dan
_ dikhawatirkan dapat mengancam keutuhan wilayah Negara Kesatuan
B _f'_"Repubhk Indonesia. Hal tersebut sebagaa akibat ketentuan yang rancu
. dalam Pasal 10-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
| Pemerintahan Daerah;
4, terdapat gejalaatau usaha dari beberapa daerah yang mgm melmsahkan
diri dari Nagaxa Kesatuan Republik Indonesia. Disisi lain sistem
f "';'ngara Kesatuan sudah dengan penuh pengorbanan dzperjuangkan
oleh para pendmNegara Republik Indonema dan/atau '

5. '_tzmbuinya permasalahan di bidang penerapan peraturan perundang~
:undanga.n antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, sebagaa
akibat adanya ketentuan dalam Tap MPR Nomor II/MPR/2000, yang
dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tidak mencantumkan
Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Do

Bebcrapa daerah menola,k penerapan Peraturan Menteri, sedangkan sesum
dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak semua
kewenangan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

1} Pasal 4 ayai (1)} Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berbunyi :
{2) Daerah-dacrab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berdiri sendiri dan tidak
mempunyai hubungan hierarki safu sama lain.
2 Tap MPR Momor IIMPR/2000 berdasarkan ketentuan dari Pasat 4 Tap MPR Nomor /MPR/2003 tetap
berlaku sampai terbentuknya Undang-Undang. Oleh karena itu dengan terbentuknys Undang-Undang
Momor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuken Peraturan Perundang-undangan yang mulai berlaky sejak
tgl 1 Nopember 2004, Tap MPR Momor HIMPR/2000 menjadi tidak berlaku.
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H, ;3'Pembahan Yang Sigmﬁkan Terhadap Beber. . '-E{_%e;t;e_xgmgg'i |

: _asyarakat yang sebenanﬁj}a kul“ang tepat 1 ﬂ(a pengaturaﬂny 4. di_} adlka.{l Satu .: - ..
o dengan pengafuran tenfang penyelenggaraan. Pemerintahan Daereh. O

) D}kﬂtakan menblmtzm “beberapa ketenman” karena dengan keterbatasan
wakm yang dlbenkan, sulit untuk dapat mencermati. seluruh ketentuan dalam
Unéang-Undang Namar 32 Tahun 20(}4 yang beij umlah 24(} {dua ratus empat
_'puluh) pasai tersebut _

Selzm; utnya, kmna Undang—Undang Nomor 32 ?ahun 2004 sﬁ.‘amya juga
menampung perkembangan kebutuhan pengaturan yang sebenarnya tidak tepat
bila diatur menjadi satu dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah,
maka bﬂa kita cermati terdapat kejanggalan mengenai substansi yang diatur
-daia.m ﬁndang~Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kejanggalan tersebut antara
Eam.  pengaturan mengenai Komisi Pesnilihan Urnun Dacrah, Panitia Pemilihan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kampanye Pemilihan; yang juga menjadi materi
dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dikatakan kejanggalan, karena
dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, judul suatu Peraturan
harus mencenminkan substansi yang diatur. Oleh karena itu, substansi yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sesuai dengan judulnya,
haruslah yang terkait langsung mengenai Pemerintaban Daerah.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004, juga
masih menimbulkan ketidakpastian hukumn dalam penerapannya, antara lain
ketentuan vang diatur dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 13
ayat (7), karena pendelegasian pengaturan lebih lanjut dalam Pasal-Pasal
tersebut tidak disebut secara jelas instnument hukum yang digunakan, misalnya
Peraturan Pernerintah ataukah Peraturan Presiden. Rumusan vang digunakan
adalah dengan “Peraturan Perundang-undangan” sedangkan peraturan
perundang-undangan banyak jenisaya.

. :'j" Mengknusx Bebcrapa Pembahan Ketenma.n'Pemﬁnmahan Daerah;. o




o _.:Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bezhasﬂ
dicermati antaralain ;-

1. Terdapat smteniat:kaymg ndak tepat meletakkannyaaiaumenunuskannya,

.. yaknipadaBABIV Bagmn Kedelapan Paragraf Ketujuh, yang menyatakan

- ‘tentang’ “Ketentuan P1dana Pemﬂlhan Kepala Daerah dan Wa}cli K.epala

U Daerah

1---5_'___::;_-;;_ECaxa"penuhsan dan pele‘takan keten‘tuan pldana yang demlklan tldak

R lammdalaxn’fe}an?enyusumnPerammn Pemndang~undai1gan. Ketentuan

~ Pidanascharusnya diletakkan sebelum BAB tentang Ketentuan Peralihan.

" Apabila Ketentuan Peralihan tidak ada, letak K etentuan Pidana sebelum

" BABKetentuan Penutup dengan jt udul KETENTUAN PIDANA tanpa

menyebut objeknya "

2. _Terdapat beberapa rumusan nonna a yang ﬁdak j elas sehingga suht da.lam
- ‘penerapannya, misalnya: -
‘a. ketentuan Pasal 216 aya'i (2) disebutkan bahwa: Perda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengakui dan
-.menghormati..... dan seterusnya. Perda adalahbendamau apakah
bisa mengakui dan menghormati 7

b. ketentuan Pasal 219 ayat (1) disebutkan bahwa : Pemerintah
memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
-~ Daerah. Ketentuan dalam Pasal tersebut tanpa diikuti pernyataan
lebih lanjut mengenai berbagai hal yang terkait dengan “pemberian
penghargaan” misalnya dalam bidang apa, bagaimana
persyaratannya, apa kriterianya, serta dalam beniuk apa penghargaan
diberikan.
Ketentuan seperti Pasal 219 ayat (1) adalah Pasal mandul yang
sulit dalam pelaksanaannya.

c. ketentuan Pasal 220
Ketentuan dalam Pasal 220 inipun merupakan Pasal yang mandul dan
sama sekali tidak memperhatikan Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan.
Dalam Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal
merumuskan sanksi maka harus jelas berupa sanksi pidana, perdata,
atau sanksi administratif. Selanjutnya dalam hal sanksi administratifpun,
harus dirumuskan secara tegas dan rinci apa bentuk dari sanksi
administratif tersebut.
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Menekrmsx Bei}erapa Peruba!taa Ketentuan Pemcnmahan Daerah _ & L

o -Dajazn-Undang4UndangN0m0r 32 Tahun 2004 dakhanya substans;;:-_-jf-

;Pemenntahan Daerah : : R p o Y S
Dalam Undang«Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenaa deﬁmm L
o “Pemerintahan Daerah” dibuat penegasan “dalam sistim dan prinsip
" Negara Kesaman Repubhk Indonesia sebaga;mana dimaksud dalam -
: :.S;-;-Undang-Undang DasarNegara Repubhk Indonesia Tahun 1945”.
... Penegasan tersebut’ mempunyai makna yang sangat signifikan -
. :untuklebih menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintzhanoleh
- . Pemerintah daerah tidak terlepas dari ikatan hierarki dan hubungan -
administrasi dengan Pemerintah Pusat atau dengan Pcmenntah Daerah
_ finnya.
.. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 penegasa_n “dalam
1\ 1katan Negara Kesatuan R@pubhk Indenesa > dapat dijumpai pada
. deﬁmsi “Daerah Otonom” dan “Desentrahsasz Penegasan
. tersebut dicantumkan juga dalam definisi “Daerah Otonom” dan
“Desentralisasi” dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
walaupun dengan rumusan yang berbeda. -
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 digunakan frasa
secara tidak konsisten, yakni “dalam kerangka Negara Kesatuan
- Republik Indonesia” {(dalam definisi Desentralisasi) dan “dalam
ikaian Negara Kesatuan Repubhk ?ndonesza {dalam definisi
“Daerah Otonom™).
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 frasa vang digumakan
‘sudah konsisten, karena menggunakan frasa vang sama yvakni “dalam
sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

b. Pemerintah Daerah
Definist “Pemerintah Daerah” dipertegas dengan menyebut secara
jelas terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat
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- ‘daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah®,. Dalam
©+ w0 delinisi inijelas dapat dipahami siapa pelaksana dan apa fungsinya
EETR dalampenyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Definisi dalam Undang-
-+ Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini lebih konkrit dibaadmgkan degzgan
<o definisi dalam UndangmUndang Nomor 22 Tahuni 999 '
e -"OtonormDaerah R :
2 Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 “Otonami Daerah”
* didefinisikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mexagurus
.- kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sandm
dan seterusnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 pengerhan “Otonoml
. Daerah” dikembalikan secara proporsional dalam kontels Negara
- Kesatnan dengan menghﬂangkan frasa “menurut prakarsa sendiri”
- dandiganti dengan rumusan “mengatur dan mengurus sendir urusan
- Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
- peraturan perundang-undangan”. Walaupun sama-sama
- menggunakan kata “sendiri” namun dalam konteks keseluruhan frasa,
antara kedua rumusan tersebut mempunyai makna yang sangat
berbeda.

d. Tugas Pernbaniuan
Definisi “Tugas Pembantuan” dilakukan penyederhanaan tanpa
menyebutkan “disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta
sumberdaya manusia... dan seterusnya, tetapi lebih ditekankan
pada ketentuan siapa yang memberikan tugas dan siapa yang diberi
tugas”. Definisi yang demikian lebih tepat, karena beda antara
merumuskan definisi dan norma.

4. Posisi Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menentukan
bahwa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) artinya Provinsi,
Kabupaten, atau Kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak
mempunyai hubungan hierarki satu sama lain.

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) inilah yang dalam perjalanan sejarah
penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 banyak menimbulkan
permasalahan, bahkan timbul kesenjangan atan konflik dalam

% Bandingkan pengertaan Pemerintah Daersh datam Undaag-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang
disebut sebagm ‘Badan Eksekutif Daerah™
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- Mengkﬁtisi Bebe}apa Perubahan Kctcntuan:‘?eiherir&ahan Daei-:ai}: .

L ﬁpenyelenggaraan pemermtahaul balk antara Pemenntah Pusat dengan
- Pemerintah Daerah maupun antara Pemenntah Daerah Provms1 dengan
x --:Pemenntah Daerah Kabupaten/Kota.: - -
-+ KetentuanPasal 4 ayat (2)ini menga}ubaﬂcan pula berbagal pennasalahan B

dalam menegakkan peraturan penmdang~undangan hngkat pusatyangtidak -

- 'secara tegas terdapat dalam hierarki ‘peraturan pcmndang~undangan .
S sebagmma.na ditetapkan dalam Tap MPR Nomor IUMPR/2000. .
(2) Undar Und_angNomorZQ Tahun 1999 o
T | dang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilakukan -

R .-perubahan secara mendasar yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (4), ayat
5

" behwa‘Pemerintah Daerah”dalammenyelenggarakanumsanpemenmahan
o "'memlhkl hubzmgan dengan Pemermiah dan dengan Pemermtah

" Daeral iamnya - -

' "Ayat (5) menegaskan “hubungan sebagmmana dzmaksud pada ayat
{4) mehput1 hubungan wewenang keuangan pelayanan umum,
'pemanfaatan sumberdaya alam, dan sumberdaya lainnya.

" Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut

- dimaksudkan untuk menghilangkan polemik pemahaman bahwa tidak ada
hubungan secara hierarki antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

g :Daﬁrah atau antara Pemenmah Daerah yangsamdengan Pemenn‘tahDaemh

. glamnya. )

5. .Pembaglan ﬁmsan Pemermtahan : -
- Urusan Pemerintahan yang tidak dilunpahkan kepada Pemerintahan
* - Daerah, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
.dirumuskan lebih tegas dari pada yang dirumuskan dalam Pasal 7 dan
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Penyempurnaan
- tumusan dilakukan sebagai berikut :
a. . untuk bidang pertahanan keamanan, dipisahikan menjadi bidang
periahanan dan bidang keamanan,
Pemisahan kedua bidang tersebut adalah sebagai konsekwensi dari
pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Tentara
- Nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Tap MPR Nomor
VIMPR/2000 jo Penegasan Peran Tentara Nasional Indonesia dan
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia ssbagaimana ditetapkan
dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/2000.

17

ayat (6) dan ayat (7). Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) menegaskan




Ak Vai Mo 4 Desemberzm

i ._;;.;.1stﬂahpemdﬂmd1ganhdenganyusﬁs; g S

gy Pengganﬁamstﬂahtersebutsangaitepatkarmayangﬁdak&lmpalﬁcan
* - kepada Pemerintahan Daerah bukan bidang peradilan sajatetapijuga
5 -fmencakupbzdang—bldanglamyangtemakup dalampengerhanjustlm

.ﬁuSa}nyabldangkenmgzasm

6 Penyelenggara Pemennfahan O - o
e Dalam Pasal 19 ayat (1) dlsebutkan bahwa Penyelenggara Pe ntahan
adalah Pi'@Slden dabantu oleh 1 (satu) orang Wakil Premden, dan oieh menten

e _-’Rumusan daiam Pasal 19 ayat (1)'tersebut -'bzla d}bandmgk_an ._dengan
" ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
* terdapatpengurangan “bobot” kewenangan Presiden dan dirumuskan
" “secaratidak konsisten. Hal ini karena Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945 menyebutkan Presiden adalah pemegang | kekuasaan

b pemenmahan Dengan dennkmn bukan penyeien ggara pemenntahan.

7. Pemilihan Kepala Daerah
- Dalam UndanG-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagalmana dltentukan
- dalam. Pasal 39 ayat (1) Kepala Dagrah d;pahh dalam rapat Parlpuma
_DPRD.

Sejalan dengan perkembangan sisiem ketatanegarm khususnya dalam
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 A ayat (1)¥ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yakni . Presaden
dan Wakil Presiden dipilih dalam saiu pasanga:n secara langsung oleh
- Rakyat, maka dalam ketentuan Pasal 24 ayat (5) jo Pasal 56 ayat (1)
Undang»Undang Nomor 32 Talnn 2004, untuk Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Dagrahjuga ditentukan dipilih dalam safnpasangan secara langsung

oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.
Adanya ketentuan dalam Pasal 24 ayat (5) jo Pasal 56 ayat (1) inilah
kemudian diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaannya.
Cleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 walaupun
sebenarnya agak janggal, memasukkan pengaturan tentang Komisi
Pemilihan Umuim Daerah, Panitia Pemilihan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kampanye Pemilihan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan
Daerah, Pertimbangan dari pembentuk Undang-Undang barangkali adalah

agar tidak terjadi kefakuman hukum.

4) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan tanggal 10 Movember 2001
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8 Méhgia-;ﬁsi Bébérépa Pemi}ﬁhan Ketentian ?éﬁiériﬁ:ﬁiﬁnéerah: S

e :-Guna ketemban sesuai dengan ketentuan_ dalam Tekmk Penyusunan

dan Anggota DPRD.

s peraturan D rundang—undangan seb 1kn' a:sxstem yang kUIaIlg tepatf-

Walaupun tindakan penyxdxkan terhadap Kepaia Daerah Wakﬂ Kepala '-
__aerah, danAng ota DPRD masih diperiukan adanya izin tertuhs dari
Presiden (Kepala dan Wakil Kepala Daerah)? dan dari Menteri Dalam
namaPresiden (untuk Anggota! DPRD Provinsi) dan Gubermnur -
t_astnama Menteri Dalam Negeri (untuk Anggota DPRD Kabupaten dan
- Kota)?,: namun kmentuan dalam Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 -
‘sudah le_bxh menjamin a_danya kepastian hukum, karena dalam Pasal 36

ayat (2) dan dalam Pasal 53 ayat (2), telah ditegaskan bahwa bila dalam

* wakiu paling lambat 60 (enam puluh) hari izin tidak diberikan, penyidikan
dapat dilakukan.
Satu hal yang masih perlu dipertimbangkan apakah waktu 60 (enam
puluh) hari tersebut tidak terlalu lama? Hal ini sangat terkait dengan
pengamanan “‘alat-alat bukti”,

9. Keikuotsertaan Masyarakat Dalam Penyiapan Dan Pembahasan Rancangan
Perda
Ketentuan dalam Pasal 139 ayat (1) yang mengatur tentang keikutsertaan
masyarakat dalam penyiapan dan pembahasan Rancangan Perda bila
dikaitkan dengan penjelasan Pasal tersebut, maka terdapat keganjilan kalau
hak masyarakat dilaksanakan hanya berdasarkan Peraturan Tata Tertib
DPRD. Hal ini karena penyiapan Rancangan Perda bisa dilakukan juga
oleh Pemerintah (Gubemur, Bupati, atau Walikota)”.
Kalau dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, mengenai Tata Cara mempersiapkan Perda yang berasal
dari Gubermur, Bupati atan Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.
Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1)® yang diatur dalam
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah “Tata
Cara Pembahasan Rancangan Perda”.

5) Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

&) Posal 53 ayat (1)

7) Lihat Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Pasal 26 Undang-Undang
Nommor 10 Tahun 2004 teniang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

%) Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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IH. Kesampuﬁan

Sebagamlana pepatah yang senng klta dengar hdak ada gadmg yang tak
L retak, maka demikian j juga dalam setiap Pembentukan Peraturan
o :.'.Pemndang-undangan walaupun sudah’ musahakan sesempurna. dan
o :-sekomprehenmf mungkzn, blasanya seialu saja masah terdapat
s .'::"_kekurangajmya. i

i manakala kesaiahan tez;; adi karena. kekurang hatl-hauan atau kekumng

' cermatandalam mengharmomsasﬂ«:an denpan berbagal ketenituan peraturan

L jpemndang.undangan yang terkait, atau kurang memperhatlkan keten‘tuan
S daiam T@kmk Penyusunan Peraturan Pemdang“ﬂﬁdaﬂgm =N
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